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KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LABI'IIANBATU

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN I.AEIUFIANBATU

NOMOR I r6t l}IK.o4 I l2t0 | 2O2t

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PEMBINA DAN TIM TEKNIS JARINGAN DOKUMENTASI DAN

INFORMASI HUKUM DI LINGKUNGAN KOMISI PEMIUHAN UMUM KABUPATEN

T.ARIJ!1619961IJ

KETUA KOMISI PEMILI}IAN UMUM KABUPATEN LABUHANBATU,

Menimbang a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 5 ayat (l)

Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2012 tentang

Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum

Nasional, yalg menyatakan Biro Hukum dan/atau

unit kerja yang tugas dan fungsinya

menyelenggarakan kegiatal yang berkaitan dengan

dokumen hukum pada I-embaga Pemerintahan Non

Kementerian wajib membentuk organisasi jaringan

dokumentasi dan informasi hukum di lingkungannya;

b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 14 Peraturan

Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2015

tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik

di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum' yang

menyatalan Komisi Pemilihan Umum, Komisi

Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen

Pemilihan Aceh, dal Komisi Pemilihan Umum/Komisi

Independen Pemilihan Kabupaten/ Kota wajib

mengumumkan secara serta merta informasi publik

yang telah dikuasai dal didokumentasikan;

c. bahwa berdasarkal pertimbangan sebagaimana

dimaksud delam huruf a dan huruf b, perlu

menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum

Kabupaten Labuhanbatu tentang Pemb€ntukan Tim

$AI,IT{AI.I 
]
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Mengingat

Pembina dan Tim Teknis Jaringan Dokumentasi dan

Informasi Hukum di Lingkungan Komisi Pemilihan

Umum Kabupaten Labuhanbatu;

1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang

Keterbukaan Informasi Publik (kmbaran Negara

Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 61, Tambahan

l.embaran Negara Republik Indonesia 4846);

2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2Ol7 tentang

Pemilihan Umum (kmbaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2Ol7 Nomor 182, Tambahan

lrmbaran Negara Republik Indonesia Nomor 61O9);

3. Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2012 tentang

Jaringan Dokumentasi dal Informasi Hukum Nasional

(Irmbaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012

Nomor 82);

4. Peraturan Menteri Hukum dal Hak Asasi Manusia

Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2019 tentang

Standar Pengelolaan Dokumen dal Informasi Hukum

(Berita Negara Repubtk Indonesia Tahun 2019 Nomor

692);

5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun

2O15 tentang Pengol,ahan dan Pelayanan Informasi

Publik di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum (Berita

Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 456);

6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun

2019 tentang Tata Keda Komisi Pemilihan Umum,

Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi

Pemilihan Umum Kabupaten/ Kota (Berita Negara

Republik Indonesia Tahun 2Ol9 Nomor 32Ol

sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir

dengal Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4

Tahun 2O21 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan

Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019

tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi

Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan

Umum Kabupaten/ Kota (Berita Negara Republik

Indonesia Tahun 2O21 Nomor 786);

7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun

2020 tentang Tugas, F ungsi, Susunan Organisasi, dan
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Memperhatikan

Menetapkan

KESATU

KEDUA

Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemiliherl

Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi,

dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum

Kabupaten/Kota @erita Negara Republik Indonesia

Tahun 2020 Nomor 1236);

8. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor

l3alKpts/KPu/Tahun 2016 tentang Jaringan

Dokumentasi dan Informasi Hukum Komisi Pemilihan

Umum;

9. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor

533/HK.04-Kptl 03 I WU I X / 2O2O terfiang Pedoman

Teknis Pengelol,aan Dokumentasi dan Informasi

Hukum di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum,

Komisi Pemilihal Umum Provinsi dan Komisi

Pemilihan Umum Kabupaten / Kota;

Berita Acara Rapat Pleno Rutin Komisi Pemilihan Umum

Kabupatrn labuhanbatu Nomor : 346lPK.O1l l21O l2o2l
tentang Kegiatan di Komisi Pemilihan Umum Kabupaten

Labuhanbatu, Talggal 6 Desember 202 l;

MEMUTUSKAN:

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KAE}UPATEN

I.AR!Pq1g61g TENTANG TIM PEMBINA DAN TIM

TEKNIS JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI

HUKUM DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN LAEIUFIANBATU.

Menetapkan Tim Pembina Dan Tim Teknis Jaringan

Dokumentasi Dan Informasi Hukum Di Lingkungan

Komisi Pemilihan. Umum Kabupaten labuhanbatu

sebagaimana tercantum dalqm Lampiran Keputusan yang

merupakan bagian tida-k terpisahkan dari Keputusan ini.

Tim Pembina dan Tim Teknis sebagaimana dimaksud

dalem Diktum KESATU bertugas:

a. menjamin ketersediaan dokumentasi dan informasi

hukum yang lengkap dan a,kurat, serta dapat dialses

secara cepat dan mudah;

b. meningkatkan kualitas pembangunan hukum

nasional dan pelayanan kepada publik sebagai salah

satu wujud ketatapemerintahan yang baik, akuntabel,

transparan, efektif, daII efisien;
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KETIGA

KEEMPAT

Salinan sesuai dengan aslinya

c. melakukan pengunggahan seluruh kegiatan yang

berkaitan dengal bidang hukum;

d. melalsanakan kegiatan pengembangan sumber daya

manusia untuk meningkatkan kapasitas tim

pengelola; dan

e. melakukan evaluasi dan laporan talrunan.

Pembiayaan atas Tim Pembina dan Tim Teknis Jaringarr

Dokumentasi dan Informasi Hukum di Lingkungan Komisi

Pemilihal Umum Kabupaten l^abuhanbatu dibebankan

pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara atau

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan/atau

anggaran lainnya sesuai dengal ketentuan peraturan

perundang-undangan.

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Rantauprapat

Pada Tanggal J Desember 2021

KETUA KOMISI PEMILI}IAN UMUM

KABUPATEN I,ABUHANBATU,

ttd.

WA}IYIJDI

KOMISI PEMILIHAN UMUM

r-ARUHANBATU

Hukum,
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A

LAMPIRAN

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM

KAE}UPATEN LABUHANBATU

NoMoR I 16r (}{K.O4 / t2t0 I 2O2t

TENTANG TIM PEMBINA DAN TIM TEKNIS

JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI

HUKUM DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN

UMUM KAEIUPATEN r .ARUHrq.IIIBA'IU

TIM PEMBINA DAN TIM TEKMS

JARINGAN DOKI.JMENTASI DAN INFORMASI HUKUM DI LINGKUNGAN

KOMISI PEMILIFIAN UMUM KABUPATEN I.ARUHT{IVBA'TU

TIM PEMBINA JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM DI

LINGKUNGAN KOMISI PEMILIFIAN UMUM KAEIUPATEN L"AEIUHANBATU

NO NAMA JABATAN KEDUDUKAN
DAI.AM TIM

I Wahyudi, S.Sos, M.M
Ketua KPU
Kabupaten

tabuhanbatu
Pembina

2 Muhammad Rifai Harahap, SH
Anggota KPU
Kabupaten

Labuhanbatu
Pembina

3 Muhammad Syafril, S.IP
Anggota KPU
Kabupaten

Labuhanbatu
Pembina

4 Zalar Siddik Pohan, S.Sos, M.Si
Anggota KPU
Kabupaten

Labuhanbatu

5 Raja Gompulon Rambe, SE
Anggota KPU
Kabupa.ten

Iabuhanbatu
Pembina

Pembina
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B TIM TEKNIS JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM DI

LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LABUTIANBATU

Ditf tapkan di Rantauprapat

Pada Tanggal t Desr'mbr.r 2O2l

KETUA KOMISI PEMILIFIAN UMUM

KABUPATEN I,AE}UHANBATU,

WA}IYIJDI

Salinal sesuai dengan aslinYa

SEKRETARTAT KOMISI PEMILIHAN UMUM

N L,A.BUTIANBATU

bagian Hukum,

asution

ttd.

'::-

NO NAMA JAE}ATAN KEDUDUKAN
DAI-AM TIM

I Anwar Fahmi Lubis, SE
NIP 19790103 200902 1005

Sekretaris
Penanggung

Jawab

,2 Zahratni Nasution, S. Sos
NrP 19820526 201012 2 003

Kepala Subbagian
Hukum

Pimpinan Redaksi

3 Anas Khoir Daulay, SH
NIP 19840 I 182009 12 1003

Analis
Organisasi Pelaksana

4 M. Arif Fadilah Siregar, SH

NIP 19871127 201012 1 003
Analis Hukum Pelal<sana

5 Hesti Mahmudani, A.Md
NIP 19851003 201012 2 005

Penyusun Bahart
Penyuluhan

Hukum
Pelaksala

()
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